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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 118-084 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

TAHUN ANGGARAN 2020

MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta
akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan
Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat Tahun Anggaran 2020, perlu disusun petunjuk
teknis;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambaian Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
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Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan
APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata  Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan
Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui
Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1956);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
567);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2020

tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan
Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor );

MEMUTUSKAN:

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020
dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi
bersesuaian dengan unit kerja perangkat Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat.

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU diarahkan pada:

a. Terwujudnya  pelaksanaan sebagian tugas dan
wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

b. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan
tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi antar organisasi
perangkat daerah di Provinsi yang memiliki tugas dan
fungsi bersesuaian dengan perangkat Gubernur; dan

d. Tercapainya kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat dengan kinerja baik.

Pelaksanaan arah program dan kegiatan Dekonsentrasi

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun

Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA terdiri atas:

a. Monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilaksanakan
daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi,

b. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (ELPPD) daerah kabupaten/kota;

c. Memberikan rekomendasi atas usulan DAK
kabupaten/kota di wilayah provinsi.

d. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah
kabupaten/kota;

e. Koordinasi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah
kabupaten/kota;

f. Koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan
antar daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan
antar daerah kabupaten/kota di wilayah satu provinsi
(Pembinaan penerapan SPM);

g. Monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang



ada di wilayah satu provinsi (Pengawasan capaian SPM);
dan

h. Evaluasi kinerja pelayanan publik pemerintah daerah
kabupaten/kota terkait penyelenggaraan perizinan dan
nonperizinan; dan

i. Sekretariat perangkat Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat.

KEEMPAT :  Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Peran

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2020

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

Dr. EKO SUBOWO, MBA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

6. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;

7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam
Negeri;

8. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;

9. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

10. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

11. Direktur Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/BAPPENAS;

12. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri;

13. Gubernur penerima Dana Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020;

14. Kepala Perangkat Daerah Provinsi pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020;

15. Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi seluruh

Indonesia.



